BAB V
KESIMPULAN

Paparan fakta persidangan, ringkasan pertimbangn serta putusan
hakim serta analisis putusan ini, penulis perlu kiranya mengambil beberapa

kesimpulan, antara lain:

1. Penerapan sanksi hukum pidana materiil terhadap tindak pidana
perampasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan secara
bersama-sama dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:
18/Pid.B/2014/PN/KIn dengan hukuman masing-masing 4 bulan penjara
dikurangi masa tahanan pada prinsipnya sudah memenuhi asas keadilan,
mengingat bahwa para terdakwa menerima dan tidak melakukan upaya
hukum selanjutnya untuk menanggapi putusan Majelis Hakim. Sesuai
dengan dakwaan ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Akan tetapi, penerapan pasal penyertaan
dalam putusan menyisakan persoalan mengingat masih terdapat pihak
yang memenuhi unsur untuk dijadikan terdakwa dalam kasus ini hanya
dijadikan sebagai saksi.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap dakwaan ketiga Pasal 335
ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang
dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan memaksa saksi

korban melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan sebagai putusan
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kuranglah tepat mengingat bahwa masih terdapat perbuatan lain yang
terbukti berdasarkan fakta persidangan, namun tidak menjadi
pertimbangan Majelis Hakim. Padahal perbuatan lain tersebut, merupakan
suatu perbuatan yang kerap terjadi dan dilakukan dalam upaya
penyelesaian persoalan leasing, sehingga agar dapat menjadi putusan
yang memiliki preseden baik bagi hakim lainnya kemudian hari, sehingga
perbuatan serupa tidak dapat hanya dikategorikan sebagai pemaksaan
semata, melaikan perampasan terhadap hak milik orang lain. Selayaknya
Majelis Hakim memutuskan kelima terdakwa bersalah melanggarkan
ketentuan pidana sebagaimana dakwaan pertama Pasal 368 ayat (2)
KUH Pidana yaitu telah melakukan perampasan (pemerasan) dengan
mengambil secara tidak sah sepeda motor yang dikuasai korban yang
kemudian memindahkan penguasaan sepeda motor tersebut ke pihak

leasing.
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